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BAB IV

ANALISISHUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

NEGERI SEMARANG NO. 540/PI1D.B/2009/PN.SMG TENTANG TINDAK

PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK

A. Analiss Pertimbangan Hakim Pada Putusan Pengadilan Negeri

Semarang No. 540/Pid.B/2009/PN.Smg tentang Tindak Pidana

Pencemaran Nama Baik

Hakim dan kewajiban-kewajibannya seperti tersiadaoh pasal 5 ayat
(1) Undang-undang No. 48 tahun 2009 adalah sebtsayae of justice of the
people".Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan menggaingikuti
dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam yaeskat. Artinya
untuk melaksanakan peran tersebut, hakim harusntéeg tengah-tengah
masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampuetagriyperasaan
hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyar8atgan demikian
hakim dapat memberikan putusan yang sesuai deng&onmh dan rasa
keadilan masyarakat.

Tugas hakim bukan hanya sebagai penerap hukum (igndadang)
atas perkara-perkara di Pengadilan &agent of conflict".Tetapi seharusnya
juga mencakup penemuan dan pembaruan hukum. Hedmg igeal, selain
memiliki kecerdasan yang tinggi, juga harus mempukgpekaan terhadap
nilai-nilai keadilan, mampu mengintegrasikan hukpasitif ke dalam nilai-

nilai agama, kesusilaan, sopan santun dan adatlastyang hidup dalam
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masyarakat melalui setiap putusan yang dibuatngaeh& pada hakikatnya,

mahkota seorang hakim itu bukan pada palunya, melai pada bobot atau

kualitas dari putusan yang dihasilkan.

Urgensi pertimbangan hakim dalam penerapan saimdakt pidana
untuk memenuhi keadilan sangat beralasan juga lalasian tertulis dalam
putusannya karena ;

a. Bahwa putusan hakim harus berpedoman pada undgdrsytiiosofis dan
sosiologis yaitu mempertimbangkan tata nilai budggag hidup dan
berkembang dalam masyarakat.

b. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, nhakvajib
memperhatikan pula sifat baik dan jahat dari tendakPenetapan dan
putusan harus memuat pertimbangan hukum hakim galagarkan pada
alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

c. Surat putusan pemidanaan harus memuat pertimbayaag disusun
secara ringkas mengenai fakta dan kaedaan, besarigembuktian yang
diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjaiad penentuan
kesalahan terdakwa.

Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 540/Pid0B/R0I.Smg
tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik, daégnormatif atau
yuridis, hakim dalam memberikan putusan terhadaarsnoi binti sutiman,
sangat tepat. Sebenarnya, kalau hakim hanya meakggon logika
Aristotelian atau silogisme, Sudarmi bisa dipenjsetama sembilan bulan

sesuai ketentuan dalam pasal 310 KUHP.
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Di dalam putusan dengan Nomor Perkara: 540/Pid/FN.Smg
dapat diketahui bahwa dasar pertimbangan yang digum oleh Majelis
Hakim dalam pemidanaan bersyarat adalah dari sggirh (/uridis) dan dari
segi non hukumnpn yuridi§. Hakim dalam memberikan putusan ada dua
pertimbangan, yaitu dari segi formil dan materidapun yang dimaksud
dengan melawan hukum formal adalah merupakan wtestirpada hukum
positif tertentu saja. Sehingga ia merupakan utisdek pidana dan materil
itu sendiri. sedangkan yang dimaksud dengan meldwkom materil adalah
melawan hukum dalam arti luas di mana sebagai suasur yang tidak
hanya melawan hukum tertulis saja. Suatu tindakashe pumumnya dapat
hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hamsmasarkan suatu
ketentuan dalam perundang-undangan melainkan jegtasarkan azaz-azas
hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum.

Secara formil, maka teranglah bahwa perbuatan yhlagang oleh
undang - undang atau perbuatan yang melanggartatei dalam undang -
undang, karena bertentangan apa yang dilarangatdéehyang diperintahkan
dalam undang - undang. Dari putusan dengan NomorkaRe
540/Pid.B/2009/PN.Smg, yang dijadikan prtimbangda dua yaitu:

1. Pertimbangan Formil
Unsur formil dari putusan Nomor Perkara:
540/Pid.B/2009/PN.Smg meliputi :
a. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti lagsya tidak

berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukanroatusia.
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b. Melanggar peraturan pidana. dalam artian bahwa asesakan
dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebgéugang telah
mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapatuduh suatu
kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peragidana, maka
tidak ada tindak pidana.

c. Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUH
mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasandak tpidana
yang telah dilakukan.

d. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsswukesalahan
yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauarodag yang
melakukan tindak pidana serta Orang tersebut bedasaiatu dengan
sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadé@pmt a
perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapstkdia kesalahan
yang disebabkan karena si pembuat kurang mempahatkibat
yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.

e. Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orangtigikgsehat
ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabanbasar dari
pertanggungjawaban seseorang terletak dalam ke@daauya.

Berdasar dari segi hukurgutidis), diketahui bahwa berdasarkan fakta-
fakta yang ditemukan di persidangan yaitu setel@mghubungkan antara
keterangan saksi yang diajukan di depan persidanganpun keterangan
dari terdakwa, baik yang dibacakan di muka pergidaroleh Jaksa Penuntut

Umum maupun saksi yang hadir di muka persidangandakwa Sudarmi
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oleh penuntut umum telah didakwa dengan dakwaamndaielakukan tindak
pidana pencemaran nama baik yaitu Pasal 310 KUHi&ar8i telah terbukti
secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan ryemgenuhi unsur-
unsur pidana yang terkandung di dalam Pasal 310Kté#sebut.

Sebenarnya, apa yang dilakukan oleh Sudarmi tekmenuhi unsur
delik dalam Pasal 310 KUHP yaitu:

a. Dilakukan dengan sengaja, dan dengan maksud dggtabui umum
(tersiar).

b. Tanpa hak atau izin.

c. Obyek atau sasarannya adalah orang

d. Akibat pencemaran itu jelas merusak kehormatan atana baik
seseorang.

Sudarmi dalam hal ini, sengaja menghina Rih Lasekatanpa
mempunya hak atau izin. Rih Lasmiatiek adalah mianyang memiliki
perasaan dan ingin dijunjung tinggi kehormataniibat pernuatan yang
dilakukan oleh Sudarmi sangat merugikan Rih Lasekaecara imateriil.

2. Segi Materiil
Selain melihat dari segi hukunyuridis), sebelum menjatuhkan
pemidanaan bagi terdakwa Majelis hakim mempertigkan dari segi
non hukum fon yuridig, yang diterapkan didalam unsur-unsur yang
memberatkan dan meringankan hukuman bagi terdakwa memperoleh

penerapan hukum yang adil bagi terdakwa.
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Unsur material dari tindak pidana bersifat bertegéa dengan
hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh malsyia sehingga
perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipembuatan itu
memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabilk bdesifat melawan
hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suadakipidana. Unsur-
unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibadakialam dua
macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.sumobjektif adalah
unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak paldJnsur ini meliputi :

Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuadsan kelakuan
manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), rmsahbunuh (Pasal
338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP).

Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hai terdapat dalam
delik material atau delik yang dirumuskan secardena, misalnya

pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pa$adK@36iP), dan

lain-lain.

« Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yangadiga dan
diancam dengan pidana oleh peraturan perundangigadahukum
pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipnsuu ini tidak
dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

Apa yang dilakukan oleh Sudarmi secara materidhiteghencederai
hukum yang hidup dalam masyarakat. Rih LasmiatieRgat merasa

terhina ketika dijelek-jelekkan di muka umum. Petam yang dilakukan
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oleh Sudarmi tidak bisa diterima oleh Rih Lasmiatian masyarakat pada
umumnya.

Akan tetapi hakim dalam memberikan putusan kepadiai®i tidak
hanya yuridis semata, melainkan juga melihat p&tgpsosiologis dan
psikologis dari diri Sudarmi itu sendiri. Jika déit dalam identitas
terdakwa usianya telah mencapai 42 tahun atau dilsgtakan bahwa
terdakwa masih berusia muda. Bersikap sopan dalarsidangan dan
berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagil imi merupakan
alasan yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidemsyarat. Apabila
diberikan pemidanaan bagi terdakwa (dengan usiaihmasuda)
dikhawatirkan akan membuat dampak Psikologis yamgrig baik dari
terdakwa karena beban berat akan ditanggungnyalamdpenjara, selain
itu terdakwa merupakan tumpuan keluarganya, apabdijatuhkan
pemidanaan bagi terdakwa keluarga yang di rumaa @kgn merasakan
dampak penderitaan. Dalam salinan putusan denganoN Perkara:
540/Pid.B/2009/PN.Smg hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan orang lainLR&gmiatiek
- Bahwa terdakwa tidak mengakui terus terang perbugta
Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban

- Terdakwa masih berusia muda
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Pidana bersyarat merupakan alternatif dari pidasearppasan
kemerdekaan yang bersifat non intitusional yangatagatuhkan oleh
hakim kepada terpidana, apabila hakim berkeyakidan melalui
pengamatan teliti terhadap dilakukannya pengawagamg cukup
terhadap dipenuhinya syarat-syarat yang telahtapkan hakim kepada
terpidana, hal ini dimaksudkan untuk mencegah lkegh dan
menghormati hak asasi manusia. Suatu sanksi pidemapunyai dua
aspek penting, yaitu untuk kepentingan terpidanaséndiri dan untuk
kepentingan masyarakat.

Apabila hakim yakin bahwa dengan menjalani pidaeajgra
terpidana akan menjadi lebih baik tentu saja tesdakkan dijatuhkan
pidana penjara. Tetapi apabila keyakinan hakim laapidana penjara
akan menjadikan terpidana lebih buruk maka altérgahg lain adalah
bahwa terdakwa dapat dijatuhkan pidana bersyarat.

Dalam teori pemidanaan, khususnya teori relatifgyarenyatakan
bahwa memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutaoluabdari
keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunykii,nietapi hanya
sebagai sarana untuk melindungi kepentingan madsaraPidana
bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan ateyinpiealan kepada
orang yang telah melakukan suatu tindak pidanapitetnempunyai
tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karnémaeori ini pun
sering juga disebut dengan teori tujuan. Dasar peartan adanya pidana

menurut teori ini, terletak pada tujuannya. Pidahiatuhkan bukan
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karena orang membuat kejahatan, melainkan supagagojangan
melakukan kejahatah.

Sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan hukdemap
makin dirasakan bahwa pidana tidaklah semata-nega rherupakan
pembalasan, melainkan harus juga berfungsi memigetiegpidana itu
sendiri. Karena di dalam hukum pidana dikenal dendgamkuman
percobaan. Karena dalam pasal 14a KUHP memberdasisalternatif,
maka hakim memberikan sanksi yang sesuai dengamtken pasal
tersebut.

Didalam pasal 14a KUHP dikenal dengna istilakrdakwa tidak
usah menjalani pidana penjara dengan waktu terteniasal 14b ayat
(2) KUHP menegaskan Masa percobaan dimulai pada saat putusan
telah menjadi tetap dan telah diberitahukan kepéelpidana menurut
cara yang ditentukan dalam undang-undang

Dalam praktek, hukuman percobaan dijatuhkan, dergahbagai
pertimbangan. Baik karena usia sudah udatam kasus Nenek Mingh
alasan masih sekoladalam kasus sandal jepit di sulaweatau alasan
lain seperti mahasiswadlam kasus pengrusakan kantor Gubernur dan
demonstrasi waktu sidang DPRD dalam pemilihan WajvaRidana
percobaan dijatuhkan dengan alasan, terdakwa tethbkti melakukan
tindak pidana, tapi pidana penjara tidak usah ahijakarena berbagai

pertimbangan hakim. Pertimbangan hakim didalam atehkan pidana

! Dalam Bambang Tri Bawon&aktor-faktor yang Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam
Menjatuhkan Berat Ringannya Pidana Terhadap Pidguamal Hukum, Vol. 14, No. 1 Januari
2004. Di dowonload pada tanggal.23 Oktober 2012:1pul6.00 WIB, di www.studihukum.com
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percobaan selain ingin mendidik agar terdakwa mggnyaperbuatan
yang dilakukan merupakan kesalahan dari sudut pegndakum pidana,
pidana percobaan dijatuhkan dengan alasan, tidak dgalani karena
faktor kemanusiaan.

Pertimbangan hakim di dalam menjatuhkan pidana opa=mn
merupakan salah satu bentuk putusan hakim yan$ sdanata-mata
"memberikan hukumankepada pelaku, tapi juga pidana percobaan
dijatuhkan karenatidak bersifat balas denddndan ingin mendidik agar
kepada terdakwa sehingga terdakwa menyadari kesalgh. Dengan
alasan itulah, hukum pidana selain memberikan kigpaskepada
khalayak ramai bahwa perbuatan yang dilakukan kerdamerupakan
kesalahan menurut hukum pidana juga menggapaiil&keagang
diberikan kepada terdakwa

Pidana bersyarat adalah pemidanaan yang pelaksgmaareh
hakim telah digantungkan pada syarat-syarat tertgang ditetapkan
dalam putusannya. Muladi menyatakan bahwa, “Pidemayarat adalah
suatu pidana, dalam hal mana si terpidana tidak osenjalani pidana
tersebut, kecuali bilamana selama masa percobaguidaea telah
melanggar syarat-syarat umum atau khusus yang tkiahtukan oleh
pengadilan. Dalam hal ini pengadilan yang mengqmiikara tersebut
mempunyai wewenang untuk mengadakan perubahant-syarat yang

telah ditentukan atau memerintahkan agar pidanaladij apabila
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terpidana melanggar syarat-syarat tersebut. Pidaeesyarat ini
merupakan penundaan terhadap pelaksanaan pitiana”.

Disinilah pentingnya sebuah sistem pemidanaan yaagusiawi,
ada individualisasi pidana, artinya dalam memberilsanksi perlu
melihat siapa yang melakukan dan dalam keadaardi@panelakukan
tindak pidana. R. Soesilo menyatakan: Pidana bexsygang biasa
disebut peraturan tentang “hukum dengan perjanj@@u “hukuman
dengan bersyarat” atau “hukuman janggelan” artimgkalah: orang
dijatuhi hukuman, tetapi hukuman itu tidak usalaldipkan, kecuali jika
kemudian ternyata bahwa terhukum sebelum habis depgscobaan
berbuat peristiwa pidana atau melanggar perjanjanrg diadakan oleh
hakim kepadanya, jadi keputusan penjatuhan hukuetap ad4.

Asas legalitas merupakan pijakan hakim dalam mesnstuatu
perkara, namun putusan hakim juga harus berpedgada 3 (tiga) hal
yaitu:

a. Unsur yuridis yang merupakan unsur pertama danajtam

b. Unsur filosofis, berintikan kebenaran dan keadilan;

c. Unsur sosiologis yaitu mempertimbangkan tata niladaya yang
hidup dan berkembang dalam masyarakat. Unsur ofifbsdan
sosiologis dalam waktu singkat dan perkara pidamgyamat banyak,

tidak mudah dicapai oleh hakim.

2 Muladi, Lembaga Pidana BersyargBandung: Alumni, 1985), hal. 3Bal. 195-196.
SR, Soesilo,Pokok-pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan Dddilik Khusus
(Bogor: Politea, 1991), hal. 53.
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Unsur yuridis disini adalah adanya kepastian hukD@alam hal
pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 KUHRRatiran ini
memiliki akar filosofi yang dalam yaitu untuk medingi kehormatan
manusia dari manusia lainnnya. Sedangkan sosiglagesmandang
sejauh mana efektivitas peraturan perundang-undakigasusnya Pasal
310 KUHP dalam masyarakat. Meskipun Sudarmi dijétasal 310
KUHP, dia tidak menjalani hukuman penjara karendihae kondisi
psikologi dari Sudarmi sebagai tulang punggungdgja.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang
Nomor: 540/Pid.B/2009/Pn.Smrg Tentang Tindak Pidana Pencemaran

Nama Baik

Setiap manusia menghendaki martabat dan kehormataterjaga.
Seperti halnya jiwa, kehormatan dan nama baik gatianusia juga harus
dilindungi, bebas dari tindakan pencemaran terhagapHukum Islam
sebagai Rahmatan lil 'Alamin, pada prinsipnya tetenjaga dan menjamin
akan kehormatan tiap manusia juga mengharuskan k umienjaga
kehormatan saudara-saudaranya. Seperti membesids@ti seseorang yang
menuduh orang lain melakukan zina tanpa dapat npekkan bukti yang
telah ditentukan dalam hukum Islam.

Jauh sebelumnya, Imam al-Ghazali telah merumuskaart syari’at
(magshid asy-Syariyygh dengan lima prinsip perlindungan, yaitu
perlindungan terhadap keyakinan aganfafz ad-di), perlindungan

terhadap jiwa lfifz an-naf§, perlindungan terhadap pikirahifzh an-‘ag),
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perlindungan terhadap keturunanfZh an-nagl dan perlindungan terhadap
harta benda hifzh al-ma). Setiap keputusan hukum yang mengandung
perlindungan terhadap lima hal ini adalah kemastahgnaslahaf dan setiap
yang mengabaikannya adalah kerusakaaf¢adat Menolak kemaslahatan
adalah kemadharatén.

Begitu pula hukum Positif, khususnya dalam KUHRdPe8810 dan
Pasal 311 secara terang mengancam dengan pidajaaapdan denda bagi
seseorang yang dengan sengaja menuduh orang léakuken sesuatu hal
yang dapat mencemarkan nama baik orang tersebut.

Dalam KUHP, Seseorang dianggap telah mencemarkam raaik
orang lain ketika seseorang tersebut dengan gedga dengan bertujuan
agar sesuatu hal yang berkaitan dengan kehorm@@amama baik seseorang
yang diketahuinya itu supaya diketahui oleh orag |

KUHP menguraikan secara jelas tentang pencemanaa baik yang
merupakan delik aduan, yaitu seperti tercantumndaRasal 310 ayat 1
sampai dengan 3, Peristiwa pidana yang merupakaghpgan adalah
perbuatan fithnah yang menjatuhkan kedudukan, martdbn nama baik
seseorang dengan menuduh sesuatu hal, yang makstetang supaya hal
tersebut diketahui umum. Perbuatan penghinaaniamicem pidana penjara
paling lama sembilan bulan dan atau denda palingdiatiga ratus rupiah.

Dalam kasus Sudarmi dapat dikategorikan perbugtsbah yaitu

memebicarakan orang lain tanpa sepengetahuanny@emsnsifat atau

4 Al-Gozali, al-Mustashfa min ‘ilm al-UshulJuz I, Beirut: Dar Ihya’ at-turats al-‘Arobi,
him. 287
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kehidupannya, sedangkan jika ia mendegar makaa& tnenyukainya. Dan
terlebih jika yang dibicarakan tidak terdapat daldin yang dibicarakan itu
berarti dusta atau mengada-ada dan itu merupaleaydog) lebih besar dari
ghibah itu sendir.

Bila dilihat dari sudut pandangshul figh maka pencemaran nama
baik dapat di dekati dengajiyas (analogy hukum) sama dengan perbudakan
penganiayaan. Qiyas memiliki rukun yang terdirii @anpat hal:

1. Asal (pokok), yaitu apa yang terdapat dalam hukum nashbisebut
denganal-magqis alaihi Dalam hukum asal ini, mengumpat adalah yang
dapat dijadikan sebagai dasar. Hukum dari menguenpah tidak boleh
atau haram.

2. Fara’ (cabang), yaitu sesuatu yang belum terdapat nalgimimya, disebut
pula al-magis Pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Suddapat
ditempatkan pada cabang dari penganiayaan. Karenaemaran nama
baik yang dilakukan oleh Sudarmi tidak menuduhiberz

3. Hukm al-asal yaitu hukumsyar’i yang terdapat dalam dalam nash dalam
hukum asalnya. Adapun hukum dari pencemarama baik adalah haram
atau tidak diperbolehkan.

4. lllat, adalah sifat yang didasarkan atas hukum asaldesargiyas yang
dibangun atasnya. Adapun illat dari pencemaran ndmak adalah

melanggar kemaslahatan dan hak hidup seseorang.

5 Abullah bin JarullahAwas Bahaya Lidghterj. Abu Haidar dan Abu Fahmi, (Jakarta:
Gema Insani Press, 2004), him. 18
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Sebenarnya pencemaran nama baik dalam perspektiirthpositif,
tidak ada pembedaan antara menuduh zina dengaerparan nama baik
selain menuduh zina. Sedangkan dalam Islam, mekaerpembedaan
dengan macam jenis perbuatannya seperti, memfitnadmuduh zina,
menghina, mencela dan sebagainya.

Untuk menuduh orang berzina, dalam Hukum Pidanamisl
dimasukkan ke dalam jarimah hudud, karena ada yasty) kuat. Selain itu
dimasukkan ke dalam jarimah’zir. Dalam kasus yang dilakukan Sudarmi
dapat dikategorikan ke dalam jarimetzir. Dalam Qs. Al- Hujurat ayat 12

dijelaskan bagaimana diharamkannya mengumpat.

OxEQ O Fo S PO u P gt O Im LE T J6)
BO€EEN V¢S e BXURCIE~ @7
QAT A D W S BIPONHYE S COBY $X

AT AS>wWa e YYNE X T MR
B-000000O%08 «+@0 B YHIPRO
2AED KD #* <= Hei 40 e @]
O ¢ 7601 g 6 X oD @
RIO 1 on>E0 40 O SH->E<0enT0
PO TRNICY X RO Y Ju a8
€N0COET B Eo

O8N g ALfa S BX-A200xa €0
&V <KOANY0"0 HBH Il e A Lo I

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, jauhilalbd&eyakan purba-sangka
(kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangkadasa. dan
janganlah  mencari-cari  keburukan orang dan janbanla
menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang at@mrkamu
yang suka memakan daging saudaranya yang sudall Maka
tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertadwaddepada
Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat Idgha
Penyayang. (QS. Al- Hujurat ayat 12).

8 Ibid., him.
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Dalam hukum Islam, aturan tentang larangan pen@mama baik ini
dapat kita temukan dalam berbagai jenis perbuatag gilarang oleh Allah
mengenai kehormatan, baik itu yang sifatnya hudepkesijarimah gadzaf
maupun yang bersifad’zir, seperti dilarang menghina orang lain, membuka
aib orang lain,dll. Hukum pidana Islam memberikasat hukum pada pihak
terpidana mengacu pada al-Qur'an yang menetapkawabdalasan untuk
suatu perbuatan jahat harus sebanding dengan pemnbtia

Islam memasukkan pencemaran nama baik ini kepgdadian yang
ada hubungannya dengan pergaulan dan kepentingaom umang
mengakibatkan pengaruh buruk terhadap hak-hak gregan dan masyarakat
yang begitu meluas dan mendalam dampaknya karenarhislam sangat
menjaga kehormatan setiap manusia.

Maka hukum Islam selain menetapkan hukuman hudwi pelaku
gadzaf juga menetapkan hukuman duniawi untuk jenis paebulain yang
merendahkan kehormatan manusia yaitu berupa hukui@znr yang
pelaksanaan hukumannya diserahkan kepada pengtasahakim atau
mereka yang mempunyai kekuasaanlikatif Selain menetapkan hukuman
seperti tersebut di atas, Islam juga mengancampsaku pencemaran nama
baik orang lain dengan ancaman Neraka di akhidakk&arena Islam sangat

menjaga kehormatan dan nama baik seseorang hambanya



53

Ta’zir sendiri merupakan hukuman paling ringan diantaia-jgnis
hukuman yang laih.Secara bahas@a'zir merupakan mashdar (kata dasar)
dari azzaroyang berarti menolak dan mencegah kejahatan, pegarti
menguatkan, memuliakan, membahtlia'zir juga berarti hukuman yang
berupa memberi pelajaran. Disebut dentgrir, karena hukuman tersebut
sebenarnya menghalangi si terhukum untuk tidak ledinkepada jarimah
atau dengan kata lain membuatnya JeEalam menetapkan jarimah'zir,
prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalaijagae kepentingan
umum dan melindungi setiap anggota masyarakat Bamudharotan
(bahaya).

Jarimah Ta'zir jenis sanksinya secara penuh ada pada wewenang
penguasa demi terealiasinya kemaslahatan umatmD@éé ini unsur akhlak
menjadi pertimbangan paling utama. Dalam penetgranahta'zir prinsip
utama yang mejadi acuan penguasa adalah menjagatke@n umum dan
melindungi setiap anggota masyarakat d&emadhorotan (bahaya).
Disamping itu, penegakan jarimaa'zir harus sesuai dengan pringpar'i
(nas)!® Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangafingautama.
Misalnya pelanggaran terhadap lingkungan hidup,u ldintas, dan

pelanggaran-pelanggaran lalu lintas lainnya.

” Ahmad HasanAsas-asas Hukum Pidana Islafakarta: Bulan Bintang, 1967, him. 250.
8 Muhammad Sayyid Sabi@p.cit,him. 497

® Ibid, him. 497

10 Ahmad Wardi MuslichHukum Pidana Islam]akarta: Sinar Grafika, 2005, him. Xii.



54

Abd Qodir Audah memberikan uraian tentasatyir, yaitu'™: Jarimah
ta'zir dimana jenis jarimah dan sanksinya secara penutfjadievewenang
penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umatmCral! ini unsur akhlak
menjadi pertimbangan yang paling utama. Misalnyammgaran terhadap
peraturan lingkungan hidup, lalu lintas, dan pefmmgn terhadap pemerintah
lainnya.

Dalam menetapkan jarimata'zir, prinsip utama uang menjadi acuan
penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan ongdinsetiap anggota
masyarakat dari kemudharotan (bahaya). Di sampingeénegakkan jarimah
ta'zir harus sesuai dengan prinsiar'i. Dalam kaidah figh disebutkan bahwa

d ladl Qs e anie an lalle j “Menghindari kesulitan harus

didahulukan dari mendatangkan kemaslahatan”. Ddtasus Sudarmi dia
divonis dengan masa percobaan bukan fonis penjika. dia divonis
berdasarkan bunyi undang-undang akan mendatangkanadaratan yang
lebih besar dan bterutama bagi keluarganya.

Hukuman bagi pelaku jarimah pencemaran nama baikatemenuduh
zina dapat dihukumata'zir dimulai dari hukuman paling ringan sampai
hukuman yang yang terberat. Hakim diberi wewenamguku memilih
diantara hukuman hukuman tersebut, yaitu hukumarg ysesuai dengan
keadaan jarimah serta diri pembuatnya. Dalam kgaung dilakukan oleh
Sudarmi, karena dia sudaugil balig dan memiliki niat untuk melakukan

perbuatan pencemaran nama baik. Niat disini demtikebagai melakukan

11 Audah, Abdul QodirTasyri' Jina'l Islamj Beirut: Al Muassasah Al Risalah, 2000 M/
1421 H, him. 180.
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sesuatu disertai dengan tindakanApa yang dilakukan Darmi telah
memenuhi unsur dalam hukum pidana Islam, bahwa rwrsur jarimah
meliputi:
1) Unsur formil, yakni adanya nash yang melaranggdardisertai dengan
ancaman hukuman.
2) Unsur materiil, yakni adanya tingkah laku yang rbentuk jarimah,
baik perbuatan aktif maupun pasif.
3) Unsur moril, yakni pembuat, adalah seorangkallaf 3, yang dapat
dimintai pertanggungjawaban.
Ketiga unsur di atas harus memenuhi pada suatuwgiann untuk
dapat digolongkan sebaggirimah. Allah berfirman dalam suratl-Qalam

ayat 10-12dan suratal-Humazalayat 1,al-Hujurat ayat 12

o FEQO [OnAd {$ANDDs  -+60

Hwa 00l &R EP Jxv RO
&S HPOROO%NVNE 0L 0408
NO IR OcHN, ere BaOCOY

EDINH YPOQY IO GO edrDIRY

Artinya : Dan janganlah kamu ikuti Setiap orangqigyebanyak bersumpah
lagi hina.(10) Yang banyak mencela, yang kian kerima
menghambur fithah,(11) Yang banyak menghalangiyzgemn baik,
yang ;Blelampaui batas lagi banyak dosa, (12). (Q®atam ayat
10-12

12 Nasr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammadam,Qowaid Fighiyah,

diterjemahkan oleh Wahyu Styaw&owaid FighiyahAmzah: Jakarta, 2009, him. 33

13 Mukallaf ialah seorang muslim yang telah akil 4lilewasa), sehingga orang tersebut

mengerti tentang hukum syari’at islam dalam sermgak dan perbuatannya. Lihat Abdul Wahab
Khalaf, Ilmu Ushul Figh,Terj. Noer IskandarKaidah-kaidah Hukum Islam (limu Ushul Figh)
Jakarta: PT. Raja Grafindo, Cet-6, 1996, h. 3.

960

4 Departemen Agama RIA-Qur'an dan Terjemahnya{Jakarta: CV Atlas 1998) him,
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Artinya : Kecelakaanlah bagi Setiap pengumpat pegicela;

OxEQ O Fo S PO u P e O Im LE T 36)
BO€EEN V¢S e BXURCIE~ @7
QAT A D W 3 BIPYNHYE S COBY ¢

GAT[A S S YYNE X T MR
B3-000000% 0% ++@0 T YHIHRO
2AES> YD ¥ He400 60 s @
OHYX ¢ 7600 g -7 X T
KIS 1e =S40 0L SHSECOIRTD
G HISD O 0. 00 SR
g €MNCOET KB Eo

OO g ALfard BX-U200za-F€0
EUXK P <KOAY 010 PO F-ulle e A Lo I

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, jauhilalbdeyakan purba-sangka
(kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangkaddga. dan
janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganla
menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang at@rkamu
yang suka memakan daging saudaranya yang sudafl Maka
tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertawaddepada
Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat Idgha
Penyayang. (QS. Al- Hujurat ayat 12).

Tindak pidana penghinaan dalam hukum pidana Islakar termasuk
jarimah hududdan juga bukan termasydrimah gisas-diyat tetepi termasuk

jarimah ta’zir, yaitu hukuman yang dijatuhkan atgaimah yang tidak

15 |pid, him. 1101
18 pid., him.
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dijatuhi hukuman yang telah ditentukan oleh hukyarigat!’ Bisa dikenakan
hukumanta'zir dalam dua bentuk yaitu:
a) Hukuman Ancamanlhdid, Teguran Tanbih dan Peringatan
Ancaman juga merupakan salah satu hukutaair, dengan syarat
akan membawa hasil dan bukan hanya ancaman koddisginya
dengan ancama akan dijilid, dipenjarakan atau diuengan hukuman
yang lain jika pelaku mengulangi tindakannya lagi.
Sementara hukuman teguran pernah dilakukan olehuliRiad
terhadap sahabat Abu Dzar yang memaki maki oramg dangan

menghinakan ibunya. Maka Rosulullah saw berkata,

Ala La Ly yal el fadl ai el AL L

"Wahai Abu Dzar, Engkau menghina dia dengan mehjelekkan
ibunya. Engkau adalah orang yang masih dihinggafat ssifat masa
jahiliyah".*®

Hukuman peringatan juga diterapkan dalam syasiairi dengan
jalan memberi nasehat, kalau hukuman ini cukup naevab hasil.
Hukuman ini dicantumkan dalam al Qur'an sebagaimbaukuman
terhadap istri yang berbuat dikhawatirkan berbualynz.

b) Hukuman Dendatéhdid)
Hukuman Denda ditetapkan juga oleh syari'at Islagbagai

hukuman. Antara lain mengenai pencurian buah yaagihmergantung

7 Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam'(Jakarta: Bulan Bintang,
1976),HIm, 299
18 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Sinarfikea Jakarta, 2005, him. 269
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dipohonnya, hukumannya didenda dengan lipat dua Haga buah
tersebut, disamping hukuman lain yang sesuai demmabuatannya

tersebut.



